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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN                        
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan sumber daya 
manusia di bidang keimigrasian pada Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, perlu dibuka kembali ruang 
penerimaan taruna akademi imigrasi pada Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa dalam rangka penerimaan taruna akademi imigrasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan 
perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Khusus Keimigrasian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Khusus Keimigrasian; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 141); 

4. Peraturan Presiden Nomor 24  Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24  Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
142); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
676); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Khusus Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 636); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2012 
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS 
KEIMIGRASIAN. 
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Pasal I 
Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Khusus Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 636) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. penyelenggaraan pendidikan Akademi Imigrasi Angkatan XV  yang 
sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang Akademi Imigrasi;  

b. penyelenggaraan pendidikan Akademi Imigrasi Angkatan XVI yang 
sedang dalam proses penerimaan dilaksanakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan di bidang Akademi Imigrasi; dan 

c. Penyelenggaraan Diksuskim tetap dilaksanakan oleh Akademi Imigrasi 
sampai terbentuknya satuan kerja yang menyelenggarakan Diksuskim 
berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Mei 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

AMIR SYAMSUDIN 
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